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     BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat 

akta autentik1 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat 

yang berpedoman kepada undang-undang.2 Mengenai hal tersebut pengertian 

Notaris sudah diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: 

 “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”  

Notaris hanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam 

pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang 

hukum perdata, dan keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari3 hukum 

                                                                 
1 Dalam pasal 1868 KUH Perdata penyebutan kata autentik menjadi otentik, sedangkan 

dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 kata tersebut di sebut 

dengan kata-kata Autentik, Istilah kata Autentik dan Otentik sesuai dengan ketentuan pasal, kata 

otentik dan autentik diganti dengan penulisan yang berbeda namun maknanya sama diganti secara 

bergantian. 
2 Sari I Gusti Agung Dhenita, I Gusti Ngurah Wairocana, Made Gde Subha Karma Resen, 

Kewenangan Notaris Dan Ppat Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak 

Milik, JURNAL ILMIAH, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Acta Comitas 2018) 1:41–

58 ISSN : 2502-8960Ie-ISSN : 2502-7573, hlm 1 
3  Herlien Budiono. 2013. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan 

Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 220 dikutip dari jurnal Erwinsyahbana Tengku, 

Melinda, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan 



 
 

 

 
 

pembuktian.4 Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan 

kepastian hukum kepada masyarakat.5  

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta autentik, Notaris 

telah diberi kewenangan dalam UUJN untuk membuat berbagai akta autentik. 

Adapun kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. 

Kewenangan untuk membuat akta otentik telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat 

(1) UUJN  bahwa :  

”Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 

undang-undang.” 

  Makna dari pasal 15 ayat 1 UUJN terkait dengan kewenangan notaris 

membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan jika diartikan menurut Bahasa 

sehari-hari yang umum maka menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, 

                                                                                                                                                                               
Jabatan Berakhir, JURNAL HUKUM, Volume 5 Issue 2 (2018), pp. 305-321 ISSN: 2355-4673,  

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Lentera Hukum, hlm 1, Diakses Pada Hari Selasa 
4 Hukum Pembuktian diatur dalam Buku Ke 4 Tentang Pembuktian Dan Kedaluwarsa 

KUH Perdata, makna hukum pembuktian memiliki dua perbedaan yaitu pembuktian pada 

umumnya dan pembuktian dengan tertulis. 

a) Pembuktian pada umumnya diatur dalam pasal 1865 yaitu : Setiap orang yang mengaku 

mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau 

untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian 

yang dikemukakan itu 

b) -sedangkan pembuktian dengan tertulis diatur dalam pasal 1867 yaitu : Pembuktian 

dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan 
5 H. Salim dan H. Abdulah. 2007. Perancang Kontrak dan MOU. Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm. 101- 102.Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan 

undangundang lainnya. 8 



 
 

 

 
 

namun dapat ditarik garis besar bahwa akta yang dibuat oleh notaris adalah 

akta yang sama dibuat oleh Pejabat khusus yang menangani masalah 

pertanahan, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian tujuan dari 

pasal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

berintikan kebenaran dan keadilan.6  

Selain kewenangan yang di maksud dalam pasal 15 ayat 1, Notaris juga 

memiliki kewenangan lain yang diatur dalam pasal 15 ayat 2  dan UUJN, yaitu 

: 

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus 

c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan 

d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 

e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta 

f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

g) membuat Akta risalah lelang. 

Serta dalam ayat 3 menyatakan bahwa : 

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.7 

                                                                 
6 Muhammad Simon, Kewenangan Notaris Pasal 15 ayat 1 UUJN, Web 

https://www.academia.edu/28732470/Pasal_15 Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 10-3-2019 
7 Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

https://www.academia.edu/28732470/Pasal_15


 
 

 

 
 

 Notaris dalam kewenangannya yang satu-satunya mempunyai kewenangan 

membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas pembuatannya 

sehubung dengan pekerjaannya dalam membuat akta autentik tersebut. Dalam 

ruang lingkup untuk mempertanggungjawaban notaris dalam meliputi 

kebenaran material atas akta autentik yang dibuatnya tersebut. Menurut Nico 

hal ini memiliki 4 poin yang membedakannya, yaitu : 8 

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran material 

terhadap akta yang dibuatnya. 

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran material 

dalam akta yang dibuatnya. 

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap 

kebenaran material dalam akta yang dibuatnya. 

4. Tangggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya 

berdasarkan kode etik Notaris. 

Akta Otentik itu sendiri adalah Akta yang dibuat oleh pejabat umum 

yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara Otentik sesuatu 

tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan 

oleh pejabat umum pembuat akta itu.9 Akta adalah tulisan yang semata-mata 

dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta 

                                                                 
8 Nico. 2003. Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation 

and Studies Of Business Law : Yogyakarta 
9 Rahmad Rivai, Pengertian Dan Perbedaan Akta Autentik Dengan Akta Di Bawah 

Tangan, 16-04-2014 di akses melalui http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-

perbedaan-akta-otentik.html hari selasa 02-26-2019. 

http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html%20hari%20selasa%2002-26-2019
http://rahmadvai.blogspot.com/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html%20hari%20selasa%2002-26-2019


 
 

 

 
 

harus selalu ditandatangani.10 Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah 

surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi 

dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian.11 

Akta Notaris dapat menjadi akta autentik apabila memenuhi persyaratan 

perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu : 

“Suatu akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana dibuat”  

  Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai 

pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk 

mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, yang dapat 

digunakan untuk kepentingan pembuktian.12 Berdasarkan pengertian akta 

otentik pada Pasal 1868 KUHPerdata, maka ada 3 (tiga) syarat akta autentik, 

yaitu :13  

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh 

undang-undang. 

Akta-akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta 

yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan 

                                                                 
10 R. Subekti. 1996. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, hlm. 178 
11 Sudikno Mertokusumo. 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 

hlm. 142. 
12 R. Soegondo Notodisoerjo. supra note 1, hlm. 19. 
13 Wijanarko  Fahma Rahman, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan 

Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, JURNAL 

REPERTORIUM, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, hlm 11 



 
 

 

 
 

ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris itu 

sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang 

dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat, dan disaksikan serta 

dialaminya sendiri. Contohnya : Rapat Umum Pemegang Saham dalam 

Perseroan Terbatas (PT), Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya. 

2. Akta yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang 

pejabat umum.  

Akta Autentik yang dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten 

overstain) menjelaskan bahwa pembuatan akta otentik perlu 

kehadiran nyata dari seorang penghadap itu sendiri. Sementara pada 

penjelasan pasal 15 ayat 3 UUJN pembuatan akta dengan konsep Cyber 

Notary tidak harus hadir di hadapan notaris atau bertatap muka, dengan 

pembuatan akta tersebut bisa menggunakan media telekonferensi, video 

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. 

3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu. 

Pejabat atau Notaris berwenang untuk membuat akta autentik 

yang memuat dan menguraikan apa yang dilakukan atau suatu 

keadaan yang dilihat dan di saksikan oleh pejabat umum atau 

Notaris. Sementara kewenangan dari pejabat umum atau Notaris itu 

sendiri diatur di pasal 15 UUJN.   

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat 

ditentukan bahwa pihak yang terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa 



 
 

 

 
 

membuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.14 Satu syarat lagi yang harus ditambahkan 

yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna  karena 

didalam akta autentik ada unsur-unsur bukti didalamnya, seperti :15 

a) Tulisan; 

b) Saksi-saksi; 

c) Persangkaan-persangkaan; 

d) Pengakuan ; 

e) Sumpah 

Selain akta autentik yang dibuat secara konvensional ada juga akta yang 

dibuat secara elektronik. Dengan kemajuan teknologi membuat notaris dituntut 

agar bisa dan mampu menggunakan teknologi yang makin maju. Sehingga notaris 

mampu membuat akta autentik secara elektronik. Pembuatan akta secara 

elektronik itu sendiri adalah pembuatan akta yang dilakukan dengan 

menggunakan sarana elektronik berupa jaringan komputer/internet dalam bentuk 

dokumen elektronik. 

Pembuatan akta dengan elektronik ini sendiri untuk mempermudah dan 

mempercepat dari tugas serta wewenang Notaris untuk membuat akta tersebut. 

Proses pembuatan akta tersebut yang dilakukan secara elektronik yang dimulai 

dari penghadap atau para pihak yang menghadap, pertukaran informasi secara 

transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan para pihak.  

                                                                 
14 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan  Akta Notaris, Bandung : PT. Refika 

Adiatama, 2011, hlm 6. 
15 Ibid.,hlm 6 



 
 

 

 
 

Dalam penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan 

hadapan dalam UUJN memiliki terjemahan dari kata verschijnen yaitu datang 

menghadap dalam arti yuridis adalah kehadiran nyata.16 Sementara itu 

pembuatan akta secara elektronik adalah akta yang dibuat dengan pemanfaatan 

teknologi yang maju seperti menggunakan video konferensi. Sehingga 

pembuatan akta tersebut penghadap tidak perlu berhadapan langsung dengan 

Notaris. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah para pihak dituntut 

untuk kehadiran nyata? 

Terkait apa yang telah disampaikan diatas, pembuatan akta autentik 

secara elektronik sangat mempengaruhi dibidang kenotariatan, sehingga 

membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk membuka 

peluang untuk menerapkan sistem Cyber Notary.17 Sementara itu, Cyber Notary 

itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para 

notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya 

setiap hari. Misalnya: penandatanganan akta secara  elektronik dan Rapat Umum 

Pemegang Saham secara teleconference.18 Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

para pihak yang tinggalnya berjauhan, sehingga dengan adanya Cyber Notary, 

jarak tidak menjadi masalah lagi. 

                                                                 
16 Luthvi Febryka Nola, Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Perundang-Undangan Di 

Indonesia, Jurnal Hukum : Vol.2, No 1, Hlm 78 
17 Habib Adjie, 2016. Kuliah Umum: “Konsep Notaris Mayantara: Notaris Indonesia Dalam 

Menghadapi Tantangan Persaingan Global, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 16 dalam Laporan Penelitian Dipa Fakultas Hukum Unsri, 

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang  Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Annalisa Y, et.al, hlm.6. 
18 Emma Nurita, Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, 

Bandung, 2012, hlm. 53. 



 
 

 

 
 

Menurut Surya Jaya, Cyber Notary adalah penggunaan atau pemanfaatan 

teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer, dan atau media 

elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam 

pelaksanaan tugas kewenangan notaris.19 Menurut Emma Nurita, konsep Cyber 

Notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas 

atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.20  

Sebenarnya Cyber Notary sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal 

tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak 

diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, wacana cyber notary kembali diperbincangkan. Karena 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat, telah 

membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat.21  

Berbagai kemudahan yang telah ditawarkan oleh perkembangan pada 

teknologi informasi dan komunikasi yang telah memungkinkan hubungan antar 

individu yang dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan 

aspek ruang dan waktu. Dengan ini Notaris sebagai pejabat umum bertugas 

melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi.22  

                                                                 
19 Prof. Surya jaya, S.H., M.H, Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian, 2012, 

diakses melalui https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/tag/cyber-notary/ pada tanggal 02-

28-2019 hari kamis. 
20 Emma Nurita, Op.cit, hlm XII. 
21 Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, Keabsahan Akta Notaris Yang 

Menggunakan  Cyber Notary Sebagai Akta Otentik, Universitas Brawijaya, 2016, hlm 1. 
22  Ibid, hlm 1. 



 
 

 

 
 

Kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif bagi 

peningkatan perekonomian suatu bangsa. Transaksi elektronik adalah salah satu 

bukti dari kemajuan teknologi informasi yang sangat dirasakan oleh masyarakat. 

Peran Notaris dituntut untuk bisa turut serta dalam perkembangan teknologi dan 

informasi tersebut, karena di dalam suatu transaksi elektronik tersebut sangat 

dimungkinkan adanya campur tangan Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya 

layaknya peran Notaris dalam transaksi konvensional.23 Sehingga memberikan 

dampak dari kemajuan teknologi yang mempengaruhi bidang Kenotariatan, hal ini 

dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dan Pemerintah setelah membuka peluang untuk diterapkannya Cyber Notary 

(Notaris Mayantara).24 

Sangat tidak tepat apabila Notaris masih menggunakan cara 

konvensional dalam pelayanan jasa dibidang transaksi elektronik, karena 

kecepatan, ketepatan waktu dan efesiensi sangatlah dibutuhkan oleh para pihak. 

Perkembangan fungsi dan peran Notaris dalam suatu transaksi elektronik tersebut 

kemudian dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary.25 

                                                                 
23 Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana, Kewenangan Notaris Di Bidang 

Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, JURNAL 

HUKUM, Acta Comitas (2017) 2 : 219–227 ISSN : 2502-8960I e-ISSN : 2502-7573, Universitas 

Udayana, 2017, hlm 219. 
24 Habib Adjie, 2016. Kuliah Umum: “Konsep Notaris Mayantara: Notaris Indonesia Dalam 

Menghadapi Tantangan Persaingan Global, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 16 dalam Laporan Penelitian Dipa Fakultas Hukum Unsri, 

Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang  Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Annalisa Y, et.al, hlm.6. 
25 Edmon Makarim, 2013,Notaris dan Transaksi Elektronik;Kajian Hukum tentag Cyber 

Notary atai Electronic Notary, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 117. 



 
 

 

 
 

Konsep Cyber Notary ingin memberi bingkai hukum yaitu agar 

tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya 

tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face ) di suatu tempat tertentu, dalam 

hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat yang berbeda dengan tempat 

kedudukan atau wilayah jabatan Notaris, di sisi lain para pihak berada pada 

tempat yang berbeda pula.26 Sementara itu dalam pasal 1868 KUH Perdata 

menghendaki penghadap secara nyata dalam kehadirannya. 

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin 

juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan mobile 

communication (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video 

conference yang di mana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang No 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan dapat menanamkan tanda tangannya pada 

chip kartu telepon (SIM card)  atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat 

diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit 

melalui Global Position System (GPS) ataupun utilitas map yang disediakan.27 

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 

2014 yang mengatur bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pasal 15 ayat 3 UUJN 

berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas 

norma tertentu dalam batang tubuh Perubahan UUJN, maka ditarik kesimpulan 

bahwa konsep Cyber Notary yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan 

                                                                 
26 Emma Nurita, Lop.cit, hlm XII. 
27 Edmon Makarim, Op.cit, hlm 133. 



 
 

 

 
 

dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak 

melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online 

(Ditjen AHU online). Artinya konsep Cyber Notary itu Apabila seorang Notaris 

membuat akta dengan menggunakan konsep Cyber Notary, maka berdasarkan 

Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan 

bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara 

lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik Cyber 

Notary.  

Dapat diartikan juga bahwa Notaris diberi kewenangan untuk membuat 

akta dengan konsep Cyber Notary para pihak tidak harus berhadapan langsung. 

Ketentutan kehadiran nyata para penghadap Notaris harus hadir untuk 

membacakan dan menandatangani akta seperti diatur dalam pasal 1868 KUH 

Perdata, ditemukan pula dalam pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN yaitu :  

membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat 

itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 

selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah 

memenuhi keautentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 

1868 KUH Perdata merupakan syarat otensitas akta yang menyatakan bahwa 

suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 



 
 

 

 
 

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.28 

Cyber Notary dapat mengandung pengertian bahwa akta Notaris yang 

dibuat dengan melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu 

perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di 

hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang 

pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan dihadapan Notaris. Hal 

tersebut akan mengakibatkan apakah akta Notaris tersebut telah memenuhi 

ketentuan sebagai akta autentik jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUH Perdata 

dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. 

Penerapan Cyber Notary merupakan proses harmonisasi yang penting 

terkait dengan persyaratan autentifikasi akta karena melibatkan beberapa 

peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan 

yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya 

Pasal 15 PUUJN dengan Pasal 16 PUUJN dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE dan PUU ITE) . 

karena untuk diterapkan konsep Cyber Notary  banyak hal yang juga harus 

diatur, seperti tentang Authentificatio tanda tangan (Digital Signature) Notaris dan 

para penghadap yang harus terlebih dahulu terdaftar dilembaga otoritas yang 

                                                                 
28 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2009, hlm. 475. 



 
 

 

 
 

mengatur Authentificatio  hal tersebut diatur dalam  pasal 5 ayat (4) Undang-

Undang ITE yaitu : 

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan al at bukti hukum yang sah.  

2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 

dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di 

Indonesia.  

3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah 

apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam UndangUndang ini. 

4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:  

a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk 

tertulis; dan 

b) surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus 

dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh 

pejabat pembuat akta. 

Jika ditinjau arti dari pasal 1868 KUH Perdata para pihak harus berhadapan 

langsung, sedangkan dalam konsep Cyber Notary penghadapnya tidak perlu 

berhadapan langsung. Dalam pembuatan akta otentik yang di lakukan dengan 

konsep Cyber Notary, timbulah permasalahan dalam menggunakan konsep 

tersebut, terkait dengan keontetikan akta tersebut, penghadap tidak berhadapan 



 
 

 

 
 

langsung dengan Notaris, dan penandatangan akta tersebut juga tidak dihadapan 

Notaris tetapi menggunakan tandatangan elektronik. 

Berdasarkan uraian yang dikemukaan di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul : 

PEMBUATAN AKTA OTENTIK DIHADAPAN NOTARIS DENGAN 

KONSEP “CYBER NOTARY” DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN 

PASAL 1868 KUH PERDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

B. Permasalahan 

1. Bagaimana penerapan hukum pembuatan akta otentik dengan konsep 

Cyber Notary ? 

2. Apakah setiap akta otentik dapat dibuat dengan konsep Cyber Notary?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni tujuan Obyektif dan 

tujuan Subyektif. Tujuan Obyektif sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum 

dalam pembuatan akta yang menggunakan konsep “Cyber Notary” 

apabila di tinjau dari UUJN, KUH Perdata dan ITE. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang jenuis akta apa  yang 

dibolehkan dan juga tidak dibolehkan untuk dibuat apabila akta 

otentik tersebut dibuat dengan bentuk “Cyber Notary”. 

Tujuan Subyektifnya dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data dan informasi secara lengkap dan akurat untuk 

menyelesaikan Program Pascasarjana Studi Magister Kenotariatan 

di Universitas Sriwijaya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya manfaat teoritis ini yang menggunakan  

ilmu-ilmu atau teori-teori yang berkembang pada saat ini dan 



 
 

 

 
 

pengembangan tersebut  terkait dengan ilmu hukum khususnya 

bidang “Cyber Notary” biasa disebut sebagai manfaat akademis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan hukum umumnya dan bidang “Cyber Notary”, 

sehingga menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum 

nasional, khususnya dibidang hukum kenotariatan  

b. Manfaat Praktis 

  Dengan adanya penulisan hukum ini dalam bentuk tesis, 

diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan yang 

beruhubungan dengan dunia kenotariatan, yaitu : 

1. Menambah ilmu pengetahuan dan praktik bagi Notaris 

untuk membuat akta autentik dengan konsep Cyber 

Notary. 

2. Referensi bagi penghadap atau masyarakat untuk 

mengetahui pembuatan akta secara elektronik dan transaksi 

elektronik. 

3. Bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-

undangan yang mengatur khusus mengenai Cyber Notary 

serta menentukan kebijakan dibidang kenotariatan. 

D. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-



 
 

 

 
 

teori yang mendukung permasalahan penelitian.29 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teori. 

1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, 

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan 

tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.30 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut :31 

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. 

                                                                 
29http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid

=204F7F6888899EB2B73E58CA92326AD7?sequence=4, diakses pada hari jum’at tanggal 01-03-

2019. 
30 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158 
31 Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, 

http://hukum.kompasiana.com. (02/04/2011), diakses pada rabu tanggal 23-01-2019. 

http://skripsifakhukum.blogspot.com/
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=204F7F6888899EB2B73E58CA92326AD7?sequence=4
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=204F7F6888899EB2B73E58CA92326AD7?sequence=4


 
 

 

 
 

2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, 

dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan 

pengadilan. 

3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid atau doelmatigheid atau 

utility). 

Kepastian hukum diperlukan dalam segala aspek kehidupan 

termasuk dalam dunia Cyber Notary, pembuatan akta secara elektronik sedikit 

banyak memberi polemik dan permasalahan yang nantinya akan timbul dalam 

dunia Notariil. Kedudukan akta otentik memiliki peranan yang penting dalam 

proses kekuatan pembuktian, oleh sebab itu perlu adanya kepastian hukum 

yang jelas dalam proses pembuatan akta otentik sehingga dapat menimbulkan 

kekuatan pembuktian yang sah serta mengikat para pihak yang terikat 

didalamnya. 

2. Teori Jabatan  

Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (ambt) ialah suatu lingkungan 

pekerjaan tetap (kring van vaste werkzamhedden) yang diadakan dan 

dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.32 Jabatan 

merupakan subjek hukum (recht persoon), yakni pendukung hak dan 

kewajiban (suatu personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan 

                                                                 
32 E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrai Indonesia, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku, 

Ichtisar, 1963, hlm. 29. 



 
 

 

 
 

kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan 

perkerjaan).33  

Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap 

yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku 

jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai 

pribadi. Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan 

kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan 

kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.34 

Notaris sebagai Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam 

membuat akta autentik memiliki tanggung jawab baik secara hukum dan 

moral dalam melindungi Profesi Jabatannya. Dalam pembuatan akta autentik, 

Notaris secara jabatan menjalankan wewenangnya berdasarkan undang-

undang dan bertindak selaku Pejabat umum yang berwenang menuangkan 

segala sesuatu yang dikehendaki para pihak kedalam sebuah akta autentik 

yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan mengikat. 

3. Teori Cyber Notary 

Teori Cyber Notary merupakan konsep yang digunakan dalam 

menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan 

aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Menurut Theodore 

Sedwick, Cyber Notary dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam 

pelaksanaan transaksi elektronik melalui internet melalui penerapan fungsi 

                                                                 
33 Ibid, hlm. 160.  
34Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

hlm.79. 



 
 

 

 
 

Notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis 

atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan 

memakai tanda tangan elektronik.35 

E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan 

antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin 

diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau 

menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. 

Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai 

landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka yang merupakan 

ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai 

variabel yang diteliti.36  

1. Akta Otentik 

Pengertian akta otentik diatur dalam pasal 1868 KUH 

Perdata yaitu Suatu akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Syarat akta 

otentik yang dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: 

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 

                                                                 
35 Theodore Sedwick Barassi, The Cyber Notary: Public Key Registration and Certification 

and Authentication of International Legal Transactions, 

http://www.abanet.org/sgitech/ec/en/cybernote.html, diakses pada tanggal 02-03-2019. 
36 Kerangka konseptual, diakses melalui web 

https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/, pada hari senin 18-03-2019 



 
 

 

 
 

b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk maksud pembuatan akta tersebut; 

c. Dibuat di wilayah notaris berwenang. 

2. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau 

berdasarkan Undang-Undangnya, hal ini sudah diatur dalam pasal 

1 ayat 1 UUJN. Kewenangan Notaris itu sendiri diatur dalam pasal 

15 ayat (1), (2), dan ayat (3). 

3. Penghadap 

Penghadap adalah orang yang berhadapan didepan notaris 

untuk membuatkan suatu akta yang bersifat otententik. Penghadap 

ini sendiri terdiri 3 macam penghadap yaitu : 

a. Menghadap sendiri, jika seseorang bertindak atas namanya 

sendiri dalam melakukan perbuatan hukum. 

b. Menghadap berdasarkan kuasa, jika seorang bertindak 

berdasarkan kuasa. 

c. Menghadap berdasarkan kedudukan atau jabatannya, jika 

seseorang bertindak dengan jabatan atau kedudukannya. 

Penghadap juga harus memenuhi syarat untuk melakukan 

perbuatan hukum yang sudah diatur dalam pasal 39 UUJN, yaitu :  

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:  



 
 

 

 
 

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; dan  

b. cakap melakukan perbuatan hukum. 

 (2)Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan 

kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 

paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan 

cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 

(dua) penghadap lainnya.  

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan 

secara tegas dalam Akta. 

4. Cyber Notary 

Menurut Surya Jaya, Cyber Notary adalah penggunaan atau 

pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan 

komputer, dan atau media elektronik lainnya misalnya 

telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas 

kewenangan notaris. 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan alat untuk mencapai 

tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.37 

                                                                 
37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2010, hlm.5. 



 
 

 

 
 

1. Tipe Penelitian 

Untuk mendapatkan pendekatan masalah yang diteliti, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum 

normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Agar mencapai tujuan untuk penelitian, pendekatan-pendekatan 

masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan statute 

approach, historical approach, dan conceptual approach. 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan perundang - undangan ini dilakukan dengan menelaah 

semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

jabatan Notaris dan Cyber Notary. 

b. Pendekatan Sejarah (historical approach) 

Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang 

atau sejarah hukum dalam mempelajari perkembangan pengaturan 

mengenai jabatan Notaris dengan Cyber Notary. Pendekatan ini 

sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan 

hukum dari waktu ke waktu.38 

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan konseptual atau disebut conceptual approach 

ini pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

                                                                 
38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 

2005, hlm. 166. 



 
 

 

 
 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin didalam 

ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan 

pengertian pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan 

dengan isu yang dihadapi. 

3. Bahan Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ini bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

yang sangat mengikat yang di keluarkan langsung oleh lembaga resmi, 

yang meliputi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan pembahasan-pembahasan penelitian penulis teliti, seperti : 

1. Peraturan dasar yaitu Undang - Undang Dasar 1945, 

2. Kitab Undang-Undang Hukum perdata, 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang  Jabatan Notaris, 

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan pendapat atau pikirian para pakar atau para ahli 

yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 

memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah seperti meneliti 

mengenai Cyber Notary. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini 



 
 

 

 
 

adalah doktrin-doktrin yang ada didalam buku-buku, jurnal hukum, dan 

internet yang membahas dan meneliti mengenai penerpan konsep Cyber 

Notary. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 

yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dan Kamus Hukum.39 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian  

Pengumpulan bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif 

dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, 

baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi 

(internet). 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Teknik analisis bahan hukum adalah Normatif Kualitatif. Analisis 

Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, 

melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata 

atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas 

dari data, dan bukan kuantitas.40 Kajian normatif  berupa analisis tanggung 

jawab Notaris dalam pembuatan akta autentik dengan konsep Cyber 

Notary. 

                                                                 
39 Bahan Hukum Tersier, Ibid. 
40 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Rosda Karya, 1989), hlm. 

112. 



 
 

 

 
 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan 

metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat 

umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang diinteraksikan dengan metode 

berfikir induktif yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke 

hal-hal yang bersifat umu 
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